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ABSTRAK

Perekrutan TKI adalah proses pencarian calon tenaga kerja Indonesia
yang akan dikirim keluar negeri. Pemilihan calon TKI yang akan dikirim
sedapat mungkin dilakukan secara selektif. Perekrutan TKI dalam UU
Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri pasal 35 yang mengatur tentang penentuan syarat
calon TKI untuk pelaksana penempatan TKI swasta. PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungran adalah perusahaan pelaksana penempatan tenaga
kerja Indonesia swasta yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri. Melihat dari permasalahan tersebut, penulis akan mencoba
melakukan penelitian dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap
perekrutan tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa cabang
Ungaran’.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan tenaga kerja
wanita yang diterapkan oleh PT. putra Jabung Perkasa cabang Ungaran.
Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana rekrutmen tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rekrutmen
tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di
PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran. Data-data yang digunakan
dalam dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan dari sumber
data skunder. Data-data dalam penelian ini diperoleh dengan metode
wawancara dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian
dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perekrutan tenaga kerja
wanita di PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran belum dilaksanakan
sesuai perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas,  yaitu
pendidikan minimal lulusan SD, yang seharusnya merekrut calon tenaga
kerja wanita yang minimal lulusan SLTP. Adapun menurut hukum Islam
Perekrutan yang dilakukan PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran ini
tidak diperbolehkan, dalam kaidah fikih (@ladl s e (A slaalialle 52) yaitu
menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kebaikan. Karena pada
saat ini banyak kasus-kasus yang menimpa TKW salah faktor penyebabnya
yaitu cara perekrutan yang salah. Salah satu faktornya yaitu masalah
pendidikan TKW yang rendah. Mereka yang berpendidikan rendah yang
dari segi pengetahuan, kemampuan juga rendah dan ketika semakin rendah
kualitas TKW maka semakin mudah dia mendapatkan perlakuan yang
tidak wajar oleh majikan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam suatu perusahaan pemerintahan
maupun swasta, faktor tenaga kerja atau biasa disebut faktor
sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam segala
aktivitas perusahaan. Sumber daya manusia sebuah
organisasi merupakan sumber daya yang paling penting dan
hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang
efektif,

Rekrutmen (recruitment) merupakan serangkaian
aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan
motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang
diperlukan guna untuk menutup kekurangan yang
diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.'

Maksud dan tujuan rekrutmen adalah untuk memperoleh
suatu persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar
sedemikian rupa sehingga organisasi akan mempunyai
kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga kerja bermutu

yang diperlukan.?

! Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Sekolah Tinggi
Ekonomi YKPN, 2004, h.170.

2 Moh. Agus Tulus, manajemen sumber daya manusia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1993, h.60.



Perekrutan menjadi salah satu kegiatan yang sangat
penting dalam manajemen sumber daya manusia sebab
sebagai awal dari kegiatan untuk mendapatkan pegawai yang
tepat untuk mengisi jabatan yang kosong, hal ini menjadi
sangat penting, khususnya ketika supply sumber daya
manusia terbatas, dimana hanya sedikit jumlah pegawai yang
tersedia sedangkan banyak perusahaan yang membutuhkan
tenaga kerja tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan
dengan sendirinya bersaing untuk menarik calon pegawai

yang terbaik dari calon yang ada. ®

Rekrutmen merupakan langkah awal dalam mencari dan
memperoleh tenaga kerja. Sebagai tahap awal untuk mencari
dan memperoleh tenaga kerja yang handal, maka proses ini
sangat penting sehingga harus diupayakan melalui uji
kelayakan/kredibilitas yang ketat agar perusahaan tidak
dirugikan di kemudian hari. Manfaat utama dari proses
perekrutan dan seleksi adalah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan, yaitu mendapatkan orang yang tepat untuk suatu
jabatan. Suatu keputusan yang buruk dapat membawa
konsekuensi yang besar bagi perusahaan. Bahkan pada suatu
tingkat dasar tenaga kerja baru yang kurang berkualitas

yang tidak sesuai dengan etos dan tujuan organisasi dapat

® Marihot Tua Effendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan,
Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, Jakarta: PT.
Grasindo, 2002, h. 97.



merusak produksi, kepuasan pelanggan dan keseluruhan

kualitas pelayanan. *

Dalam hal ini sumber daya manusia berupaya untuk
mengolah unsur manusia dengan segala potensi yang
dimilikinya semaksimal  mungkin  sehingga dapat
memuaskan sumber daya manusia dan organisasi. Apabila
perusahaan merekrut calon tenaga kerja yang tidak
memenuhi persyaratan kualitas maka lebih jauh mungkin
perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk
melatih para calon tenaga kerja bilamana mereka nantinya
diterima bekerja, jadi apabila suatu perusahaan tidak berhasil
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya maka
salah satu faktor penyebabnya adalah tenaga kerja yang
dibebankannya. °

Sudah menjadi suatu pedoman bahwa seseorang
pimpinan yang baik, harus dapat membuat penilaian secara
objektif dan dapat menempatkan calon tenaga kerja yang
tepat pada pekerjaan yang tepat pula. Falsafah Islam
memandang tugas awal yang harus dilakukan seorang
pemimpin adalah mencari dan menseleksi calon tenaga kerja

guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan.

* Dale, Sukses merekrut dan Menyeleksi Karyawan (Panduan Praktis Bagi Manager),
Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2003, h.1-2.

> Marithot Tua Effendi Hariandja, op.cit, h. 97-98.



Pemilihan tenaga kerja merupakan aktivitas kunci untuk
menentukan jalannya sebuah perusahaan. Maka para
pemimpin harus selektif dalam memilih calon tenaga kerja,
mereka adalah orang yang berkompeten dibidangnya,
memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat
dipercaya (amanah).

Merekrut dan menyeleksi calon tenaga kerja merupakan
persoalan yang krusial. Hal ini pernah diisyaratkan oleh
Rosulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari (Shahih Bukhori) dari Abu Hurairah. Rosulullah
bersabda:

o glae e e o JDlalian lailus o aliling (AUl (uaadalias
o 08 it s e bl (o gy JB JE 42 i (a0 00
SRV ELIYE ) Ol LealiiS Jote iy aiilaiiay) &uailald)

TSI VS EPUN VS

Artinya: “Ketika menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah
kehancuran. Dikatakan, hai Rosulullah, apa yang
membuatnya sia-sia? Rosulullah bersabda : “ketika
suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan

ahlinya, maka tunggulah kehancuranya” (HR.
Bukhori: 57)°

Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi
diri pelaku, perusahaan, masyarakat bahkan negara.

Sebaliknya sikap tidak amanah akan berdampak buruk

®Ahmad lbrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
h.105.



akibatnya, bagi pribadi sikap tidak amanah membuat harta
yang diperolehnya menjadi tidak berkah. Bagi perusahaan,
sikap tidak amanah akan menimbulkan kerugian dan tidak
efisiensi. Jika hal ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin
perusahaan tersebut berakhir bangkrut.

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau
dilakukan dalam pengembangan dan penyiapan lapangan
pekerjaan bagi penduduk Indonesia. Namun terbukti bahwa
usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan
keluar yang sebaik-baiknya .

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk
mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan
pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri melalui
antarkerja antarnegara. Pengiriman tersebut setidak-tidaknya
telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

1. Mempererat hubungan antarnegara

2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih

teknologi

3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran

Negara (devisa)

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan
di atas, ternyata dalam praktik penyelenggaraannya timbul
beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan

diluar batas perikemanusaan yang menimpa pada tenaga



kerja.

Pemilihan tenaga kerja yang akan dikirim sedapat
mungkin dilakukan secara selektif untuk mempersiapakan
tenaga kerja yang benar-benar siap pakai, dapat diharapkan
loyalitasnya, baik dari segi keterampilaan yang dimiliki
maupun dari segi mental ideologi sehingga dapat membatasi
atau mengurangi akibat yang tidak diinginkan. Model dan
mekanisme yang baik itu hanya dapat dilakukan apabila
terdapat adanya pengaturan yang pasti dan konsisten
terhadap UUD 1945 dan Pancasila.’

Berkenaan dengan Perekrutan tenaga kerja, banyak
dijumpai Perekrutan tenaga kerja yang belum sesuai dengan
peraturan Undang-undang, salah satu diantaranya adalah PT.
Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran belum sesuai dengan
peraturan Undang-undang yang berlaku. Karena di dalam
pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri menentukan bahwa; Perekrutan calon TKI oleh
pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap

calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun

kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada

7 Zaeni Asyhadi, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT.

Rajagrafindo Persada, h.198-199.



pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21
(dua puluh satu) tahun;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja
perempuan dan;
d. Berpendidikan  sekurang-kurangnya lulus  Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. °
Tapi pada kenyataanya di PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran merekrut tenaga kerja wanita berpendidikan
sekurang-kurangnya lulusan SD. Hasil wawancara dengan
salah satu pegawai yang bekerja di PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran mengatakan bahwa alasan perusahaan
merekrut tenaga kerja lulusan SD karena kadang lulusan SD
cara berfikirnya malah lebih cerdas, bisa baca tulis dan yang
terpenting bisa mengerjakan pekerjaan rumah.
Berkaitan dengan Perekrutan dalam surat Az-Zukhruf
ayat 32 Allah SWT berfirman:

- T -
. 3 . « g 5c -2 -5 27, P - = PR T 2 £
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® pasal 35 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri No. 39 Tahun 2004.



Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
kami telah meninggikan kebahagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.” ( Q.S. Az-Zukhruf: 32).°

Dasar hukum rekrutmen dan seleksi dalam al-qur’an

juga terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut
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Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya".(QS. Al- Qhashas : 26)™

Dari surat Al-Qashash ayat 26 terdapat lafadz ista jarta
yang berarti menjadikan pekerja atau menarik dia untuk
dijadikan pekerja. '* lafadz ijaroh diartikan sebagai jual-beli

jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga

° Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Duta
Alim, 2005, h.702.

% 1pid, h.26.

1 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, Bandung:Pustaka Ceria, 2001, h.122.



manusia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam
mencari tenaga kerja haruslah mereka yang kuat lagi jujur.
Seperti yang terjadi di PT. Putra Jabung Perkasa cabang
Ungaran yang merupakan perusahaan jasa yang merekrut
tenaga kerja wanita untuk dikirim ke luar negeri. Penentuan
Perekrutan yang dilakukan ternyata masih belum sesuai

dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Mengingat tenaga kerja Indonesia akan dikirim ke luar
negeri, apalagi tenaga kerja yang berpendidikan lulusan SD.
Maka perlu dibekali pendidikan atau pemahaman tentang
bahasa, budaya, etika Negara penerima TKI di luar negeri
agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja  secara

kekerasan oleh majikan di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui
tentang Perekrutan tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran. Hal ini karena PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran yang merekrut tenaga kerja wanita
minimal lulusan SD, maka penulisan ini diberi judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perekrutan Tenaga
Kerja Wanita Di PT. Putra Jabung Perkasa cabang

Ungaran.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1.Bagaimana rekrutmen tenaga kerja wanita di PT. Putra

Jabung Perkasa cabang Ungaran?
2.Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap rekrutmen
tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa cabang
Ungaran?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui praktek rekrutmen tenaga kerja wanita

di PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran.

2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam
terhadap rekrutmen tenaga kerja wanita di PT. Putra

Jabung Perkasa cabang Ungaran.

Manfaat secara umum dari penulisan ini adalah sebagai
berikut :

1) Dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai salah satu

tambahan wawasan tentang menariknya praktek
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rekrutmen tenaga kerja wanita.

2) Hasil dari penelitian ini, dapat dijadikan sebagai literatur
baru mengenai praktek rekrutmen tenaga kerja wanita

dalam hukum Islam.
Dan manfaat secara khusus dari penulisan ini adalah :

1) Bagi PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran, dapat
dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan
perekrutmen tenaga kerja wanita dengan ketentuan
undang-undang yang telah di tentukan dan ketentuan

Syari’ah.

2) Bagi penulis, dapat menjadi sarana teoritis dalam
mempraktekkan apa yang telah diperoleh dan dipelajari di

Institusi.

3) Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sarana referensi
dan informasi tentang praktek rekrutmen tenaga kerja
dalam pasal 35 Undang-undang No0.39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri.
Telaah pustaka

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa
karya Ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait

dengan penelitian ini. hal tersebut dilakukan untuk
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menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis.

Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan :

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Buruh
Migran/TKIl Yang Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus
Pada PJTKI Di Kota Semarang)”,  karya N. Ponco
Widiatmoko dari Universitas Katolik Soegijapranata.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan
perlindungan hukum buruh migran/TKI yang bekerja di luar
negeri khususnya dikota semarang masih belum baik adanya.
Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap
ketentuan di dalam perundang-undangan yang berlaku, baik
yang terjadi pada masa pra penempatan seperti manipulasi
data usia buruh migran/TKI, dan pada masa penempatan

pelanggarannya seperti kekerasan yang dilakukan majikan.*

Skripsi dengan judul “ Peranan, Tugas dan Tanggung
Jawab PJTKI dalam Perekrutan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Berada di Luar
Negeri Study Kasus di PT. Sahara”, karya Alfredo P
Damanik dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pelaksanaan perekrutan, penempatan
dan perlindungan tenaga kerja Indonesia belum sesuai

dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan

2 N. Ponco Widiatmoko, Perlindungan Hukum Buruh Migran/TKI Yang Bekerja Di Luar
Negeri (Studi Kasus Pada PJTKI Di Kota Semarang), Universitas Katolik Soegijapranata, 2004.
Diakses pada hari kamis, tanggal 18 september 2014, Pukul 15:45.
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masih banyak hambatan yang dialami PJTKI di Kota Medan
dalam pengiriman TKI ke luar negeri, seperti calon tenaga
kerja Indonesia yang kualitasnya rendah sehingga

menyulitkan PJTKI untuk mengirimkannya segera. **

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian
yang akan penulis lakukan adalah Perekrutan tenaga kerja
yang terjadi di PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran
dengan menggunakan analisis pasal 35 Undang-undang No.
39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, penulis
merasa yakin untuk tetap mempertahankan objek penelitian

Ini tanpa disertai adanya plagiasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research) karena meneliti kasus yang terjadi dalam
kehidupan nyata. Data-data dalam penelitian ini diperoleh
dari data lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai suatu
metode untuk menangkap dan memberikan gambaran

terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk

B Alfredo p damanik, Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Study
Kasus Di PT. Sahar, universutas sumatera utara, 2006. Diakses pada hari selasa, tanggal 16
september 2014, pukul 15:30.
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mengekplorasi fenomena dan sebagai meode untuk

memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti."

2. Sumber Data

a. Data Primer ini merupakan data yang berasal dari sumber
data yang dikumpulkan dan juga Dberkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.™ Sumber data primer dalam
penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai PT. Putra
Jabung Perkasa cabang Ungaran.

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi
data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya
calon tenaga kerja wanita atau dokumen.® Data
pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber
dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku
tentang perekruan tenaga kerja, artikel-artikel maupun
laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara.
Sumber-sumber di atas tadi akan digunakan untuk

memahami perekrutan tenaga kerja wanita dalam pasal

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.

Y Data primer yang dimaksud adalah karya yang langsung diperoleh dari tangan
pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Zaefuddin Azwar, Metode
Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, h. 36.

'® Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif
Dan R&D , Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h. 190.
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35 undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang

penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di

luar negeri dalam perspektif figh maupun hukum Islam.
3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab secara lesan baik

langsung atau tidak langsung dengan responden. *’

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data yang sempurna tentang cara
perekrutan tenaga kerja wanita di PT.Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran. Hal ini saya lakukan dengan
pegawai PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran dan
calon TKW.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal
yang berupa Catatan, Buku, Surat Kabar, Majalah,
Dokumen.®® Metode ini di gunakan untuk memperoleh
data mengenai perekrutan tenaga kerja wanita di PT.

Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran dalam Perspektif

Y Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h. 194.

¥ Pengertian.blogspot.com/2011/10/Pengertian  Dokumentasi, di  akses pada

hari, Selasa, 25 Maret 2014 Pukul 21.00 WIB.
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figh maupun Hukum Islam.

4. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif . *°Deskriptif adalah gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
metode data primer serta fenomena atau hubungan anatara
fenomena yang diselidiki.?® Dalam hal ini yang akan
dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan
perekrutan tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung

Perkasa cabang Ungaran.

F. Sistematika penulisan
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil

penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut

Bab | menguraikan pendahuluan, yang memberi
gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan
skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian, sistematika penulisan.

¥ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta,
Cet-14, 2011, h. 14.

° Ppelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak berbatas

hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis tentang
data itu. Lihat Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian IImiah: Dasar, Metode dan
Teknik Bandung: Tarsito, 1989, Edisi ke-7, h. 139-141.
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Bab Il tinjauan umum tentang rekrutmen, tenaga kerja,
Tenaga Kerja Indonesia, bekerja menurut Islam dan Fatwa
MUI tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke
luar negeri.

Bab Il tinjauan umum PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran yang membahas tentang profil PT. Putra
Jabung Perkasa cabang Ungaran, struktur organisasi, praktek

perekrutan TKW, prosedur perekrutan.

Bab IV Berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan
rekrutmen tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa
Cabang Ungaran menurut pasal 35 UU No.39 Tahun 2004
tentang penempatan dan perlindungan TKI (Tenaga Kerja
Indonesia) di luar negeri dan analisis hukum islam terhadap
perekrutan tenaga kerja wanita di PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran.

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab
terakhir, dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran-

Saran.



BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG REKRUTMEN, TENAGA KERJA,
BEKERJA MENURUT ISLAM DAN FATWA MUI TENTANG
PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI.
A. Pengertian rekrutmen

Rekrutmen adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja
agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan.
“mencari’ yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik.
“mempengaruhi” adalah menetapkan cara-cara meneriknya.*

Rekrutmen merupakan serangkaian aktifitas untuk mencari dan
memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan
pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang
diidentifikasikan dalm perencanaan kepegawaian.?

Dalam memilih dan merekrut calon tenaga kerja memang susah-susah
gampang. Namun ada kriteria dalam memilih calon tenaga kerja yang bisa
diterapkan antara lain:

1. Capability
Yaitu kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan
pekerjaannya. Biasanya berkaitan dengan kemampuan nalar, kecerdasan,

berpikir sistematis.

! Malayu, Majanemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 174
2 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ke 3, Yogyakarta: Sekolah
Tinggi llmu Ekonomi , h. 170



. Capacity

Yaitu kapasitas maksimum atau potensi kemampuan seseorang yang
ditunjukkan dengan keahlian memecahkan masalah, mengerjakan beban
kerja yang berat mengatasi stres akibat pekerjaan, membuat prioritas atau
jadwal, dan sebagainya.

. Creativity

Kreatifitas ditunjukkan dalam kemampuan memecahkan masalah diluar
kelaziman sehingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih cepat.

. Character

Karakter yaitu watak dasar manusia yang ditunjukkan dalam perilaku
sehari-hari, sikap dan sopan santun.

. Credibility

Kredibilitas dijunjukkan melalui kejujuran, integritas sehingga calon
karyawan dapat dipercaya, dapat diandalkan untuk memikul tanggung
jawabnya dengan benar.

. Commitment

Komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan dalam menyelesaikan
tugas, walaupun dalam kondisi yang sulit atau atau tidak
menguntungkan.

. Compatibility



Kompatibilitas ditunjukkan dalam kepatuhan, kecocokan dengan budaya
perusahaan, dapat bekerjasamadengan tim dan rekan kerja, dapat bergaul
dengan orang atau lingkungan.’
Adapun metode-metode yang digunakan digunakan dalam merekrut
tenaga kerja antara lain:
1. Melalui iklan surat kabar
Cara ini adalah yang paling umum akan tetapi biayanya dapat tinggi
sekali.
2. Agen-agen tenaga kerja
Agen-agen tenaga kerja banyak terdapat dimana-mana dan memberikan
jasa pelayanan yang cukup baik.
3. Kunjungan- kunjungan
Biasanya tim-tim  khusus mengunjungi  daerah-daerah  untuk
mengutarakan peluang-peluang pekerjaan yang tersedia dan untuk
memperoleh calon-calon yang khusus diperlukan oleh perusahaan.*
Adapun maksud dan tujuan rekrutmen adalah untuk memperoleh
sesuatu persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar sedemikian
rupa sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan untuk melakukan

pilihan tenaga kerja bermutu yang diperlukan.’

® http//ilhamrizki.com/criteria dasar memilih calon karyawan. Diakses pada tanggal 30
April 2015, pukul 06:00.

* Moh. Agus Tulus,Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, h. 62-63.

® Moh. Agus Tulus, ibid, h. 60.



Pengertian tenaga kerja.

Tenaga kerja dalam pengertian hidup bermasyarakat diartikan sebagai
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat, dalam hal
ini berarti setiap orang tanpa terkecuali baik pria maupun wanita selama
mereka mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
termasuk tenaga kerja.

Seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dibedakan menjadi
2 (dua) bagian macam yaitu untuk melakukan pekerjaan untuk dirinya
sendiri dan melakukan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu hubungan
kerja, yang mana si pekerja mendapatkan upah dan orang lain yang
bertindak sebagai pemberi kerja di bawah perintah orang lain dan hasilnya
pun untuk bukan dirinya sendiri tetapi untuk orang lain.°

Adapun tenaga kerja menurut para ahli antara lain:

1. Tenaga kerja menurut Hamzah adalah tenaga yang bekerja didalam
maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses
produksi baik fisik maupun pikiran.

2. Menurut Suparmoko dan Icuk Rangga Bawono, tenaga kerja adalah
penduduk berusia kerja yang memiliki pekerjaan dan melakukan

kegiatan-legiatan lainnya.

® Imam Soepomo ,Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1992. h. 3.



3. Sedangkan menurut Payman, tenaga kerja adalah produk yang telah
bekerja, mencari pekerjaan atau sebagai melaksanakan pekerjaan.’

4. Menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah
mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang
mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan
mengurus rumah tangga.®

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab | pasal 1 ayat 2 disebutkan
bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.’

Adapun batas umur seseorang dikatakan sebagai tenaga kerja dalam
Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang
mempekerjakan anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut anak adalah
setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia
minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.*°

Kemudian pengertian pekerja atau buruh menurut Pasal 1 angka 3
Undang-undang No. 13 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa
pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

atau imbalan dalam bentuk lain.!*

" http://dilihatya.com/1762/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli. diakses pada tanggal
30 Desember 2014, pukul 12:10.

® Lalu Husni, Hokum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,
2007, h. 17.

° Pasal lundang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

19 pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Y alu Husni, op.cit, h. 19



http://dilihatya.com/1762/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli

Adapun kriteria angkatan kerja untuk memasuki dunia kerja antara
lain:

1. Jenis dan tingkat pendidikan

N

. Keahlian khusus yang dimiliki calon tenaga kerja

w

. Kejujuran, sikap, serta kepribadian

S

. Peengalaman kerja
5. Kesehatan.'

Tenaga kerja meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga Kkerja
perempuan, mengenai tenaga Kkerja perempuan dalam hukum
ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan tidak ada pengertian
khusus, karena tenaga kerja yang dimaksud adalah meliputi pekerja laki-laki
dan pekerja perempuan.

Pekerja perempuan sebagai sosok seorang perempuan yang hidup
dalam kodrati perempuan, tata hidupnya juga dipengaruhi oleh lingkungan
eksternalnya. Menurut Abdul rahman budiono yang dimaksudkan
perempuan disini adalah perempuan yang telah berumur delapan belas tahun
atau lebih .13

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan
menyebutkan pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai

dengan pukul 07.00.*

12 http/ilhamrizki.com/2013/criteria dasar memilih calon tenaga kerja. Diakses pada tanggal
30 april 2015 pukul 06.00.

13 Suratman, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Indeks, 2010, h. 30.

!4 pasal 76 undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.



Pembatasan dan larangan bagi pekerja perempuan untuk menjalankan
pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas dimaksudkan untuk melindungi
pekerja perempuan itu sendiri dari norma kesusilaan maupun untuk menjaga
fisiknya karena secara kodrati fisik wanita lebih lemah dibandingkan dengan
pria.’”®

Sedangkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut
calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi Syarat
sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di
instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima
upah.®

Adapun tenaga kerja, ada yang bekerja di dalam negeri dan ada pula
yang bekerja di luar negeri. Adapun perekrutan diluar negeri menurut pasal
35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menentukan bahwa ;

Perekrutan calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18(delapan belas) tahun kecuali bagi calon

TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-

15 Suratman, op.cit, h.31.
16 pasal 1 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri No. 39 Tahun 2004.



kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Bagi warga Negara Indonesia yang memenuhi parsyaratan di atas dapat

mencari kartu kuning (kartu pertanda pencari pekerjaan) yang di keluarkan

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.'’

Bagi warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan di atas
dapat mencari Kartu Kuning (kartu pertanda pencari pekerjaan) yang
dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja setiap kabupaten. Untuk itu setiap
calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

1. Bekerja di luar negeri;

2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan
prosedur penempatan TKI di luar negeri;

3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di
luar negeri;

4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
keyakinan yang dianutnya ;

5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara

tujuan;

7 pasal 35 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
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6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di negara tujuan;

7. Memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya
serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;

8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan
kepulangan TKI ke tempat asal,

9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.*®

Kehadiran sebuah Undang-undang dalam rangka penempatan dan
perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan karena
pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah
seharusnya diatur dengan undang-undang karena:

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi,
dihormati, dan dijamin penegakannnya;

2. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

3. Dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar
negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban

kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan

18 pasal 8 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
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lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;

4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang
bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip
persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti
diskriminasi;

5. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dilakukan secara
terpadu antara instansi pemerintah baik baik pusat maupun daerah dan
peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna
memberikan perlindungan yang maksimal.*®

Dengan demikian penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di
luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan
yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan
yang layak yang di dalam pelaksanaannya harus dilakuakan dengan
memperhatikan harkat, martabat, manusia serta sisi perlindungan
hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi
hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri
berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan

gender, dan anti perdagangan manusia.”

9L alu Husni, op.cit, h. 87-88.
20 L_alu Husni, loc. cit, h. 89.
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Bekerja dalam Islam

Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik
lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik
dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi
ataupun untuk orang lain dengan menerima gaji.?

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang
mu’amalah, khususnya bab ljarah (sewa menyewa). Sedangkan ijarah
adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi
tersebut dengan seorang ajir (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah
tenaganya, semua hal tersebut dalam Undang-undang disebut dengan
perjanjian kerja.”* Mengenai perjanjian kerja, di dalam al-Qur’an dijelaskan
dalam Qs. An-Nur: 33, yang berbunyi:

<
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N..Ju ‘_9.>- laK.; ujd..ﬁ‘- YJ.’\J‘ g_,a.n.x..,:\ﬂ/
BT UG 3 i ‘J""("“'e("“:'&b‘ oG S S LM,__Q\
sl e i G2 03 o) BT o aSeu Ta S5 Ny Rk s

(Ju/*-")wﬁﬁ'é'pu@"a;,l/ u-‘f” QL'; o Ji"u“’) L"’

s

Artinya : Dan budak-budak yang kamu yang menginginkan perjanjian,

hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada
mereka sebagaian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. (QS. An-Nur :33)%

2 Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, Nilai-Nilai Pendidikian Islam Dan Wanita Karir, Semarang:

Rasail Media Group, 2011, h.193.

22 Taqoyuddin An Nabhani, An- Nidlam Al- Istihadi fil Islami Moh. Maghfur Wachid, “

Membangun Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam”, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002, h.

84.

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang :

PT.Karya Toha Putra, 1995, h.549.
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Dalam ajaran Islam juga memiliki ekonomi yang sangat fundamental
dan berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki
akar dalam syari’at yang membentuk dalam pandangan dunia sekaligus
strategis (magqasid asy-syari’ah) yang berbeda dengan sistem sekuler.?*

Salah satu masalah yang tiap kali muncul dan perlu diperbincangkan
adalah, apakah “wanita” atau “perempuan” berpeluang untuk mendapatkan
pekerjaan? Ajaran Islam telah menempatkan perempuan sebagai partner
yang sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah sebagai
khalifah-Nya di muka bumi ini.

Dalam mengemban tugas hidup, Allah telah menegaskan dalam
berbagai ayat dalam al-Qur’an, diantaranya adalah QS. at-Taubah: 71 yang
berbunyi:

£ 2
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian
yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,
mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat
dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi
rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.(QS. At-Taubah 71)%®

Ayat ini menjelaskan pentingnya kerjasama antara pria dan wanita,

untuk saling tolong menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan

M. Umar Chapra, Islam and The Ekonomic Challenge, Ikhwan Abidin Basri, “Islam
dan Tantangan Ekonomi”, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, h.7.
“Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit. h.291.
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maupun untuk kepentingan ibadah. Disamping itu, dari ayat ini juga dapat
dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan
diperlukan rasa berbagi tanggung jawab. Dalam konteks wanita-pria, maka
keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi
bagian dan tanggung jawab pria. Demikian pula seliknya, keberhasilan pria
juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.”®

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan
adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Dimana
masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda
kadar kemampuan dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan
kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya.
Sehingga menurut pandangan hukum islam, hal ini bukan merupakan suatu
tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Hal itu ditegaskan dalam surat at-Taubah: 105 yang berbunyi:
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Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(
at-Taubah: 105)%’

Syari’at Islam datang untuk membawa kemaslahatan, termasuk
kemaslahatan dalam Islam adalah perintah Allah ta’ala kepada manusia

yang berkemampuan untuk bekerja, mencari karunia-Nya yang terhampar

2 Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, op.cit, h.199.
?’Departemen Agama Republik Indonesia,op.cit , h.298.
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luas di permukaan bumi. Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur
perbuatan manusia dalam hubungannya dengan tuhan, tetapi juga dalam
hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di
dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi.”®

Hal itu ditegaskan dalam surat Al-mulk:15 yang berbunyi:

do I Eow g Ao < ."’ 4
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Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan”(QS. Al-Mulk : 15).%°

Menurut Islam bekerja yang tampaknya bernuansa duniawi dapat
bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar yaitu mencari ridho
Allah swt. dan mendapatkan keutamaan dari hasil kerjanya.*® Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat al-Jumuah:10

LT 1€ 1850 AT b e 1585375 oo T 3 158 31l o pnb 1565
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Artinya:”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung (10)”.(Al- jumu’ah:9-10)*
Seiring dengan itu perlu ditumbuhkan suatu kesadaran akan

pentingnya kepabilitas bekerja dengan berusaha bagi setiap individu baik

%8 http://fitrahfitri.wordpress.com/hukum-bekerja-dalam-islam, di akses pada tanggal 25

desember 2014, pukul 20:20.

 Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit, h. 956.
%0 Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, op.cit, h. 195.
3! Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit, h. 933.
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pria maupun wanita, karena wujud kemitraan pria dan wanita berhajat
kepada adanya kerjasama dan keterpaduan dalam memikul tanggung jawab
mereka.*?

Ada saatnya beribadah, ada saatnya untuk bekerja. Keduanya akan
membawa kemaslahatan jika dikerjakan sesuai yang diperintahkan. Allah
ta’ala sama sekali tidak pernah memerintahkan manusia untuk
menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah fa’ala.

Adapun kemaslahatan dari bekerja yaitu dengan bekerja berarti
menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam
bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, dapat membantu mencukupi
kebutuhan hidup, kita dapat menambah wawasan, menambah keilmuan,
pengetahuan tentang pekerjaan yang diamanahkan kepada kita begitupun
ketika Kkita sudah tidak bekerja lagi, ilmu dan pengalaman selama bekerja
dapat menjadi amal jariyyah yang manfaat bagi orang, dan dengan bekerja
kita juga menambah saudara.*®

Dan manakala kita mencermati kondisi dalam kehidupannya selama
ini, maka akan Kita jumpai sebagian suami mereka ternyata tidak
berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan
orang tua atau wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak
wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi

janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi seperti ini

%2 Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, loc.cit, h. 195.

% http://keuntungan-dalam-bekerja.html diakses pada hari selasa, tanggal 19 november
2014 jam 07:00 WIB.

15


http://keuntungan-dalam-bekerja.html/

seorang wanita dapat dikatakan wajib bekerja untuk menanggung biaya
hidupnya beserta keluarganya karena si penanggung jawab sudah tiada atau
tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita
disunnahkan bekerja, manakala kegiatan bekerja dilakukan sejalan dengan
tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhur
misalnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, atau
berkorban pada jalan yang baik.**

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-
laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk bekerja
sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri.
Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja,
mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Sebab
wanita juga diberi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilakan kepada
publik.*®

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan dalam
pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia,
baik itu di sektor formal maupun informal. Namun terbukti bahwa usaha
yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-
baiknya. Salah satu upaya yang selama ini efektif untuk mengatasi masalah
penduduk adalah melaksanan pengiriman tenaga Indonesia ke luar negeri

melalui antarkerja antarnegara.*®

3 Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, Loc.cit, h. 195-196

% Abu Yasid, Figh Realitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 303.

% Zaeni Asyadie, Hokum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, h. 198.
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Dari aspek ekonomis, kerja di luar negeri memang menjanjikan.
Diakui atau tidak, penghasilan kerja diluar negeri jauh lebih besar
dibandingkan dengan upah buruh di dalam negeri. Namun dari sisi lain
tragedi memilukan terus menerus menimpa TKW Kkita, beraneka ragam
derita mereka alami. Seperti diperlakukan majikan sebagi budak, harus
member pelayanan segala-galanya, diperkosa majikan, atau bunuh diri
karena tak mampu menahan derita yang berkepanjangan, bahkan ada yang
sampai nekat melakukan perlawanan terhadap majikannya. Akhirnya,
mereka harus menghadapi hukuman mati sesuai dengan hukum negara
setempat.®’

Ada banyak faktor yang memaksa mereka untuk bekerja diluar negeri
seperti himpitan ekonomi yang menyesakkan dada, tidak ada lagi sumber
penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya dan ada juga wanita
yang bekerja di luar negeri hanya untuk menumpuk kekayaan sebanyak-
banyaknya.

Dalam persoalan seperti ini, sejauh mana kebolehan perempuan
tersebut? Dalam hal ini, pendapat para ulama’ terbelah menjadi dua
kelompok. Pertama, Al-Qurthubi berpendapat bahwa wanita tidak boleh
bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul dharurah.
Artinya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka
wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Kedua, al-Biga’l berpendapat

bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang

37 Abu Yasid, op.cit, h. 302.
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menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja.®® Wanita
bekerja disisi lain juga mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai
positif bekerja bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain
sebagai berikut :
a. Ekonomi
Bekerja berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif
ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat
membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
b. Psikologi
Bekerja pada umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomi.
Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk
wanita yang dapat dipenuhi dengan bekerja. Diantara kebutuhan itu
adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan aktualisasi diri. Di
saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja
semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan
prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.
c. Sosiologis
Kerapkali dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang
menolak di pindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir
kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah
dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap di bayar rendah, sedang

ditempat yang baru gajinya lebih tinggi.

% Abu Yasid, ibid, h. 304.
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d. Religious
Pekerjaan bagi wanita dapat bernilai religius, sebagai wujud ibadah atau
amal saleh.
Ketika suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedangkan
kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam
rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah.*
Fatwa MUI tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar
negeri.

Pada tahun 2000 MUI mengeluarkan Fatwa Nomor: 7/Munas
Vi/Mui/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar
Negeri yang berisi:

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota
atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram,
keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah
tsigah).

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah, hukumnya
haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa
dipertanggungjawabkan secara syar iy, ganuniy, dan ‘adiy, serta dapat
menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau
perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW

seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.

% Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, loc.cit, h. 45-47.
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4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya
dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan
dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/ lembaga
perlindungan hukum atau kelompok niswah tsigah di setiap negara
tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi

keamanan serta kehormatan TKW.*

“ Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000, Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita
(TKW) ke luar negeri.
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GAMBARAN UMUM PEREKRUTAN TENAGA KERJA WANITA DI PT.

PUTRA JABUNG PERKASA CABANG UNGARAN

A. Profil PITKI PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran

PT. Putra Jabung Perkasa adalah Perusahaan pelaksana penempatan
tenaga kerja Indonesia swasta yang resmi dan berpengalaman dengan tujuan
Negara Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia.

PT. Putra Jabung Perkasa Ungaran berdiri pada tanggal 1 Maret 2009
sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) keluar negeri
yang beralamatkan di JI. Ade Irma Suryani No. 5 kel. Ungaran kec.
Ungaran kab. Semarang dengan No. Siup PJTKI: KEP. 2804/MEN/2012.
PJTKI ini berdiri bermula dari minimnya lapangan kerja di Indonesia yang
mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia.
Menindak lanjuti dari banyaknya calon-calon tenaga kerja Indonesia yang
ingin mencari kerja keluar negeri, PT. Putra Jabung Perkasa hingga
sekarang mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi para calon tenaga kerja
Indonesia tersebut untuk memberangkatkan dan menempatkan kerja keluar
negeri.

Awal berdirinya PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran tentu
tidak mulus begitu saja, melainkan banyak kendala yang mesti dihadapi
diantaranya banyaknya PJTKI yang bermunculan hingga menuntut

persaingan diantara PJTKI yang ada. Hal demikian terbukti dengan



eksistensi PT. Putra Jabung Perkasa baik yang ada di kantor pusat atau
cabang Ungaran yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik,
penampungan yang nyaman, bersih dan sesuai dengan standar ketentuan
dari Depnaker dan kemulusan perjalanan pemberangkatan kenegara tujuan
kepada calon TKI.> Adapun struktur Organisasi PT. Putra Jabung Perkasa
Cabang Ungaran antara lain:
1. Kepala Cabang
Bertanggung jawab segala keperluan perusahaan, mengatur semua
koperasional cabang, meliputi; percetakan inventaris kantor serta
mengadakan hubungan dengan intansi lain yang berhubungan dengan
perusahaan.
2. Operasional lapangan
Bertugas mengkoordinasi lapangan dan membina sponsor.
3. Bagian Administrasi
a. Bertugas menerima dan mempersiapkan semua surat-surat serta arsip-
arsip mulai blanko pendaftaran calon tenaga kerja hingga surat
perjanjian kerja antar calon TKI dengan PJTKI PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran.
b. Bertugas menyiapkan dan mengamankan surat berharga (dokumen
dokumen penting) berkaitan dengan hal pembayaran serta memproses

dan mengontrol pengambilan gaji (upah) tenaga kerja diluar Negeri.

! Wawancara langsung dengan bapak Jamal staff administrasi (kantor PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran, 15 November 2014 pukul 10:15 WIB)



4. Bagian Pengiriman (staf pekerja lapangan) calon TKI
Bertugas menangani calon TKI yang telah resmi direkrut oleh PJTKI PT.
Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran untuk ditempatkan
dipenampungan PJTKI, para calon tersebut diberi program pembekalan
disini, calon TKI diberi pengarahan dan pembekalan yang sekiranya
dibutuhkan diluar Negeri serta mengatur keberangkatan.
5. Staff Transportasi

Bertugas mengantar calon TKI untuk medical, online, id, pasporan.?

Struktur Organisasi PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran®

Kepala cabang

(Purwanti Yuli Lestari)

Ops. Lapangan

(Joko Tri Wahyudi)

Staff Administrasi Ibu Asrama
(Jamal MS) (Sugiyarti)
Staff Keamanan Staff Transportasi
(Sunarto) (Tarno)

2 Ibid, (wawancara langsung dengan bapak Jamal )

¥ Dokumen, PT. Putra Jabung perkasa cabang Ungaran.



Prosedur Perekrutan
Rekrutmen dilakukan karena untuk mendapatkan persediaan calon
pelamar sebanyak mungkin sehingga perusahaan berkesempatan untuk
memilih calon-calon pekerja yang memenuhi standar kualifikasi yang
ditentukan. Di perusahaan ini yang diberikan tugas untuk mencari calon
TKI adalah sponsor adapun cara sponsor mencari calon TKI yaitu dengan
cara:
1. menyebarkan brosur.
Tujuannya untuk memberikan informasi tentang syarat untuk menjadi
calon TKI, tujuan negara. Apabila ada calon TKI yang berminat untuk
bekerja di luar negeri maka calon TKI menghubungi sponsor dengan
menelpon atau SMS.
2. Sponsor mendatangi calon TKI.
Sponsor akan mendatangi calon TKI yang berminat untuk bekerja di luar
negeri. Kemudian sponsor memberikan penjelasan tentang kriteria untuk
negara yang di minati dan persyaratan untuk mendaftar.
3. Sponsor mengantar calon TKI ke PJTKI untuk mendaftarkan diri.
Di PJTKI calon TKI di Tanya oleh pegawai perusahaan tentang tujuan
Negara dan syarat-syarat yang harus di penuhi calon TKI. Apabila syarat-
syarat tersebut sudah terpenuhi maka calon TKI diberi fomulir untuk diisi
dan mengumpulkan kelengkapan dokumen.
Agar program penempatan TKI Kkeluar negeri lebih terkoordinir,

pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak PJTKI, pemerintah daerah,



Depnaker dan Transmigrasi, Imigrasi, Benapenta, perusahaan transportasi
dan polisi.

Adapun tahapan-tahapan dalam penempatan TKI keluar Negeri yaitu
departemen tenaga kerja bertugas untuk mengawasi setiap PJTKI di
Indonesia. Sementara itu PJTKI harus memberikan penyuluhan atau
kriteria-kriteria TKI yang dapat direkrut setelah para calon TKI mendaftar.
Adapun krteria-kriteria calon TKI yang dapat direkrut oleh PT. Putra Jabung
Perkasa antara lain:

1. Negara Taiwan
Dengan syarat :
1) Usia minimal 21 tahun
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Pendidikan minimal tamat SD
4) Tinggi badan minimal 150 cm
5) Bagi yang Ex. Taiwan harus membawa Paspor Lama
Kelengkapan Dokumen :
1) KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte Kelahiran (asli)
4) lIzi orang tua/suami
5) ljazah /Surat nikah(asli)

6) SKCK harus dari Polda dan harus ada Rumus Sidik Jari



2. Negara Malaysia
Dengan syarat :
1) Usia antara 21 s.d 32 tahun
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Pendidikan minimal tamat SD
4) Bisa baca tulis
5) Tinggi badan minimal 147
6) Bagi yang Ex. Malaysia harus membawa Paspor Lama
Kelengkapan Dokumen
1) KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte lahir (asli)
4) lIzin orang tua/sua

3. Negara Hongkong
Dengan syarat:
1) Sehat jasmani dan rohani
2) Pendidikan minimal tamat SD
3) EX. Luar negeri
4) Harus mampu berbahasa Inggris, Mandarin atau Cantonese EX.

Singapura lebih diutamakan
5) Bagi yang Ex. Hongkong harus membawa paspor lama dan ID Cart
Hongkong (HKID)

6) Tinggi badan minimal 147



Kelengkapan dokumen :
1) KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte Lahir (asli)
4) lIzin orang tua/suami
5) ljazah/ Surat Nikah
4. Negara Singapura
Dengan syarat;
1) Usia antara 23 s.d 30 tahun
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Pendidikan minimal tamat SD
4) Tinngi badan minimal 147 cm
5) Bagi yang Ex. Singapura harus membawa paspor lama
Kelengkapan Dokumen:
1) KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte Lahir (asli)
4) lIzin orang tua/ suami
5) ljazah
6) surat nikah*
Calon TKI yang sudah memenuhi persyaratan di atas, maka tahap

selanjutnya adalah:

* Wawancara langsung dengan bapak Tarsoni bagian sponsor( kantor PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungaran, Jum’at 14 November pukul 10:00 WIB)



1. Pemeriksaan kesehatan atau dikenal Medical Check UP (MCU)
Pemeriksaan kesehatan ini juga merupakan syarat utama sebelum
berangkat ke luar negeri. Medical Check UP (MCU) dimaksudkan agar
Calon TKI/ TKW yang akan bekerja di luar negeri memang benar-benar
sehat dan tidak mengidap penyakit tertentu. Jika calon TKI dinyatakan
sehat, maka mereka diterima di balai latihan kerja luar negeri,

2. calon TKI dicarikan ID.

Calon TKI di bawa ke Dinas tenaga kerja kabupaten untuk dimintakan
Rekom paspor/ ID.

3. ID di Onlinekan.

Untuk mendapatkan ID Nasional itu manajer atau direksi PPTKIS
sebelumnya disyaratkan mengikuti diskusi mengenai penerapannya yang
dilakukan secara sistem online. Usai mengikuti diskusi masing-masing
manajer atau direksi dari PPTKIS dilakukan pengambilan data diri, foto
diri, dan sidikjari (finger print) dengan sistem biometric, guna keamanan
dan kepastian data dirinya. Sistem online yang diciptakan dan dibangun
BNP2TKI bertujuan untuk pelayanan pendataan dan pendaftaran pada
calon TKI/TKI ini dimaksudkan dapat mempermudah pengawasan pada
TKI maupun PPTKIS.

4. Calon TKI di pasporkan
Pengurusan dokumen Pasport merupakan salah satu persyaratan penting
dalam mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI ke luar

negeri tentunya keberadaannya tidak dapat diabaikan. Rekomendasi



pasport yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat kepada pihak
Imigrasi pada dasarnya tidak mengalami kesulitan. Adapun syarat untuk
membuat paspor harus ada rekom paspor dari Dinas tenaga kerja
setempat atau kabupaten.

. Pelatihan dan UJK (Uji Kompetensi) di Kanwil tenaga kerja.

Pada dasarnya semua calon TKI yang akan diberangkatkan melalui
PPTKIS terlebih dahulu wajib mengikuti program pelatihan seperti
pemahaman dan kelancaran bahasa setempat, budaya, dan sistem
pekerjaan yang ada di negara tujuan. Untuk calon TKI yang bertujuan ke
Negara Hongkong harus belajar minimal 600 jam, sedangkan calon TKI
yang akan bekerja di Negara Singapura, Taiwan, Malaysia harus belajar
minimal 400 jam.

Setelah calon TKI melakukan pelatihan langkah selanjutnya mereka
melakukan uji kompetensi yang meliputi uji keterampilan, bahasa, tata
boga, tata graha. Uji kompetensi ini diperuntukkan agar calon TKI dapat

dipastikan siap untuk diberangkatkan.



6.

9.

Nunggu visa turun dari kedutaan Negara tujuan.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon TKI yang
bekerja di luar negeri adalah visa kerja. Visa kerja merupakan bukti
bahwa yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang ada diijinkan
untuk masuk kerja sesuai dengan permintaan kerja (job order) yang
sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak antara majikan
(pengusaha) dan tenaga kerja.
Diadakan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) ke negara tujuan merupakan
persyaratan akhir seluruh dokumen persyaratan yang ada sudah lengkap
dan sekaligus pihak-pihak stakeholder atau berwenang memberikan
informasi tentang hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh calon
TKI.
Bebas viskal
Yaitu cara-cara mencari viskal diluar negeri.
Syarat-syarat :
1) Harus ada surat kesehatan dari klinik yang menyatakan “sehat”
2) UJK dikatakan lulus
3) Sudah ikut PAP
4) Menunjukka kalau durasi belajar sudah habis/ layak diberangkatkan.

Boking tiket.

Setelah calon TKI melakukan PAP maka PJTKI memesankan tiket

untuk keberangkatan calon TKI ke Negara tujuan.
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10. Pemberangkatan
Setelah persyaratan sudah lengkap dan calon TKI menandatangani
perjanjian kerja dan telah memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri
maka calon TKI bisa diberangkatkan/ dikirim ke Negara tujuan.

Tugas PJTKI PT. Putra Jabung perkasa dalam mencarikan pekerjaan
calon TKI diwakilkan kepada agency-agency mereka, setelah agen tersebut
mendapat pekerjaan, maka mereka menghubungi PJTKI PT. Putra Jabung
Perkasa untuk mengirimkan para TKI keluar negeri. Sedangkan peraturan
Depnaker Indonesia mengenai prosedur keberangkatan dan kepulangan TKI
adalah sebagai berikut:

Ketika para TKI tiba di Negara tujuan mereka dijemput oleh “agency”
PJTKI diluar negeri dan diantar sampai tempat kerja, agen inilah yang
bertugas melaporkan kedatangan TKI pada KBRI di Negara tersebut. Di
sana para TKI bekerja selama dua tahun untuk masa kontrak Negara
Hongkong, Singapura, Malaysia dan tiga tahun untuk masa kontrak Negara
tujuan Taiwan atau sesuai perjanjian kerja. Setelah masa kontrak habis, agen
PJTKI diluar negeri menghubungi PJTKI di Indonesia tentang rencana
kepulangan TKI kemudian agen yang berkewajiban mengantar TKI ke Air
Port dengan menyerahkan tiket, setelah semua dokumen TKI diperiksa oleh
petugas imigrasi, maka TKI tersebut bisa kembali ke Indonesia. Setelah tiba
para TKI ini diantar oleh PJTKI pulang kedaerah asal. Seandainya dari
pihak keluarga tenaga kerja Indonesia sudah berkoordinasi terlebih dahulu

dengan pihak PJTKI yang memberangkatkanya, ingin menjemput sendiri
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kepulangan TKI di bandara, maka pihak PJTKI tidak berkewajiban untuk

menjemput kepulangan TKI ke Negara asal. Perusahaan yang akan menjadi

pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa

SIPPTKI dari Menteri. SIPPTKI yaitu Surat Izin Pelaksana Penempatan

TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan

oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan

TKI swasta.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan &
Perlindungan TKI, menimbang Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang
sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang
layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat,
martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum
Nasional, maka dari itu dalam penempatan calon TKI harus dibuat:

1. Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani
perjanjian penempatan calon TKI yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.

2. Perjanjian penempatan diketahui oleh Instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
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3. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI

dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.’

® Wawancara langsung dengan bapak Jamal staff administrasi (kantor PT. Putra Jabung
Perkasa cabang Ungara, 15 November 2014 pukul 10:15 WIB)
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA
KERJA WANITA DI PT. PUTRA JABUNG PERKASA CABANG

UNGARAN

A. Analisis UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Luar Negeri Terhadap Rekrutmen
Tenaga Kerja Wanita Di PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran.

Pembangunan di bidang ketenagakejaan merupakan bagian dari
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang diamanatkan oleh
pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pembangunan tersebut adalah
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil
maupun spiritual.*

Penyelenggaraan Negara yang menyangkut hak warga Negara adalah
mengupayakan agar tiap warga Negara mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti yang diamanatkan dalam
Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksakan
amanat tersebut maka diperlukan penyelenggaraan Negara atau pemerintah
yang baik (good governance). Salah satu penyelengaraan Negara yang baik
tersebut dapat dilihat dari produk-produk hukum dan peraturan perundangan

serta kebijakan yang selalu ditunjukan untuk kepentingan semua warga

! Suratman, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Indeks, 2010, h. 6-7.



Negara, memberi perlindungan kebebasan sosial, politik, ekonomi dan
hukum.?

Di Indonesia banyak warga negaranya yang memilih
untuk bekerja di luar negeri terutama wanita. Hal ini dilatar belakangi faktor
ekonomi. Diakui atau tidak, penghasilan kerja di luar negeri jauh lebih besar
dibandingkan dengan upah buruh didalam negeri. Dengan menjadi TKW
mereka berharap bisa mengubah taraf hidup keluarga mereka. Tak heran jika
akhir-akhirnya banyak banyak wanita lebih tertarik untuk menjadi TKW.
Maka ketika ada tawaran untuk mengadu nasib ke negeri jiran bahkan sampai
ke timut tengah, mereka ramai-ramai mendaftarkan diri ikut mengadu nasib di
Negara orang.?

Salah satu produk hukum pemerintah yang mengatur tentang tenaga
kerja Indonesia yang ada diluar negeri adalah UU No. 39 tahun 2004 tentang
penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam
pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah dijelaskan bahwa
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib
dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon
TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani;

2 -
Ibid, h. 7.
¥ Abu yazid, Figh Realitas, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005, h. 301.



c. Tidak dalam keadaan hamil,
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) atau yang sederajat.*

Mengenai syarat pertama yaitu bahwa tenaga kerja berusia sekurang-
kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21
(dua puluh satu) tahun.

Dalam Perekrutan TKW (tenaga kerja wanita) Di PT. putra jabung
perkasa cabang Ungaran bahwa tenaga kerja yang di rekrut berusia minimal
21 tahun. Berarti mengenai syarat yaitu bahwa tenaga kerja berusia
sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang
akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia
21 (dua puluh satu) tahun tidak ada masalah karena dalam pelaksanaan
Perekrutan yang dilakukan di PT. Putra jabung perkasa cabang Ungaran
sudah sesuai dengan undang-undang.

Syarat yang kedua yaitu bahwa tenaga kerja harus sehat jasmani dan
rohani, dalam PT. Putra jabung perkasa cabang Ungaran sebelum
memberangkatkan tenaga kerja, pihak perusahaan mengharuskan tenaga
kerja harus di tes kesehatan terlebih dahulu di klinik yang ditunjuk
perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jasmani
dan rohani para calon TKW. Jadi mengenai syarat bahwa calon TKW harus

sehat jasmani dan rohani sudah sesuai dengan undang-undang.

* Pasal 35 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri No. 39 Tahun 2004.



Dalam syarat yang ketiga bahwa calon TKW tidak dalam keadaan
hamil. Di PT. Putra jabung perkasa cabang Ungaran Ini tidak pernah
memberangkatkan TKW dalam keadaan hamil. Jadi mengenai syarat bahwa
calon TKW tidak dalam keadaan hamil sudah sesuai dengan undang-
undang.

Mengenai syarat yang terakhir bahwa calon TKW harus
berpendidikan minimal SLTP. Pada PT. Putra jabung perkasa cabang
Ungaran ini memberikan kesempatan bagi calon TKW yang hanya lulusan
SD untuk bekerja di luar negeri. alasan perusahaan merekrut calon TKW
berlatar belakang minimal lulusan SD menurut perusahaan yang terpenting
para calon TKW bisa baca tulis, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Akan tetapi tidak semua calon TKW yang direkrut berlatar belakang lulusan
SD, ada juga yang berlatar SLTP, SMA bahkan S1. Jadi mengenai Syarat
calon TKW harus berlatar belakang SLTP di perusahaan ini belum sesuai
karena masih memberangkatkan calon TKW yang berlatar belakang lulusan
SD.

Jadi menurut penulis bahwa Perekrutan yang dilakukan PT. Putra
Jabung Perkasa cabang Ungaran belum sesuai dengan Undang-undang.
Karena pihak perusahaan masih merekrut calon TKW yang berlatar
belakang minimal lulusan SD.

Seharusnya latar belakang pendidikan calon TKW harus sesuai
dengan undang-undang yang berlaku yaitu minimal lulusan SLTP dan dari

pihak perusahaan juga bisa mengadakan paket B untuk calon TKI yang



lulusan SD supaya mereka mendapatkan ijazah yang setara dengan SLTP
supaya mereka bisa menjadi calon TKW yang bisa memenuhi persyaratan

yang sesuai dengan undang-undang.



Analisis Hukum Islam Terhadap Rekrutmen Tenaga Kerja Wanita Di
PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran.

Islam sebagai rahmatan lil’alamin, semangatnya yang bertumpu pada
kemaslahatan yang bersifat haqigi termasuk syariatnya di bidang muamalah

dimana kaidah figih mengatakan bahwa:

Gead A5 e 5 8% O ) 4a0y) alalaal s Qs

Artinya: ”Hukum asal dalam mu’amalah adalah kebolehan sampai ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.”

Dewasa ini lebih-lebih dimasa mendatang, permasalahan kehidupan
manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.
Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban
penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat
dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan metode
konvensional yang digunakan ulama’ terdahulu.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk
syara’ untuk mendudukan hukum dari kasus (pemasalahan) yang muncul.
Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan
metode giyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan
padanannya dalam nash (Al-qur’an dan Sunnah) atau ijma’ ulama’ sebab
jarak waktu yang sudah begitu jauh. Selain itu mungkin ada beberapa

persyaratan giyas yang sulit terpenuhi.

® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, him. 10



Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa
masalah (kasus) yang secara rasional dapat dinilai baik atau buruknya untuk
menetapkan tetapi sulit untuk menetapkan dukungan hukumnya dari nash.
Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh aktivitas umat Islam dapat
ditempatkan dalam tatanan hukum agama, konsep maslahah itu dapat
dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam ijtihad.

Tujuan utama ketentuan syariah (magashid syariah) adalah tercermin
dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup
“panca maslahat” dengan memberikan perlindungan terhadap aspek
keimanan (hifzh din), kehidupan (hifzh nafs), akal (hifzh agl), keturunan
(hifzh nash), dan harta benda mereka (hifzh maal), tanpa melepaskan tujuan
pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kemaslahatan dan
menghindarkan kemudhorotan.®

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur’an tidak memuat secara rinci
peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan muamalah.
Dari 6360 ayat al-Qur’an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan
aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-
permasalahan hukum islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau
prinsip-prinsip yang global dalam Al-qur’an.’

Dilain pihak argumen yang dikemukakan Yusuf Qardhawi bahwa
ijtihad kontemporer perlu dilakukan, karena banyak perubahan yang terjadi

dalam kehidupan dan adanya perkembangan sosial yang sangat pesat setalah

® Amir Syarifudin, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2009, h. 347.
" Ibid, h. 39-40.



terjadinya revolusi industri di dunia ini, sehingga muncul kejadian baru
yang oleh ulama’ terdahulu belum pernah disinggung atau perkara lama
mungkin sudah jauh berubah sehingga sudah tidak cocok lagi hukum atau
fatwa yang telah ditetapkan para ulama’ terdahulu. Oleh karena itu
kebutuhan akan ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada
kejadian baru yang muncul, kondisi masyarakat yang selalu berubah-ubah
dan berkembang, dan selama syariat Islam masih cocok di setiap masa dan
tempat serta masih menetapkan setiap hukum perkara manusia.’.

Hukum Islam mengklarifikasi bahwa proses yang dijalankan antara
pemilik perusahaan dan pekerjanya dalam pencarian seorang pegawai, dapat
digolongkan dalam kategori ijarah (sewa-menyewa), tapi konsep ijarah
disini diartikan mengambil manfaat tenaga manusia.

Manusia diciptakan Allah swt sebagai makhluk yang mempunyai
kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan keturunan.
Sementara Allah swt tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu dalam
bentuknya yang siap makan, siap minum, atau siap pakai. Allah swt
menyediakan semua kebutuhan itu, tetapi manusia harus bekerja untuk
mendapatkannya. Memang Allah swt telah menjamin rezeki semua makhluk

hidup, sebagaimana terungkap dalam Firman Allah swt:

® Abd Rahman Ghazaly, ljtihad Kontemporer Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi, Tesis,
Jakarta:Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002, h. 130.
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Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-
lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam
binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam
kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (al-hud : 6)°

Menurut Islam bekerja yang tampaknya bersifat duniawi dapat
bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar yaitu mencari ridho
Allah dan mendapatkan keutamaan dari hasil kerjanya.’® Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT. Dalam surat al-Jumu’ah ayat 10:
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Artinya: apabila ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung. (Al-Jumu’ah : 10)**

Syari’at Islam datang untuk membawa kemaslahatan, termasuk
kemaslahatan dalam Islam adalah perintah Allah ta’ala kepada manusia
yang berkemampuan untuk bekerja, mencari karunia-Nya yang terhampar
luas di permukaan bumi. Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur
perbuatan manusia dalam hubungannya dengan tuhan, tetapi juga dalam

hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di

% Departemen Agam Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: PT.
Karya Toha Putra, 1995, h. 327.

19°Hj. Siti Muri’ah,Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir,Semarang: Rasail Media
Group, 2011, h.196.

1 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.933.



dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah
segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota
tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara
perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk
orang lain dengan menerima gaji.*?

Berbicara mengenai masalah Perekrutan tenaga kerja wanita yang
bekerja di luar negeri tidak ditentukan seberapa tinggi pendidikan di dalam
al-Qur’an memanglah tidak diterangkan secara tegas, sehingga perlu adanya
penelitian dan pengkajian ulang lebih lanjut guna menemukan status hukum
yang sesuai dengan nash dan syari’at.

Seorang perempuan menjadi TKW karena himpitan ekonomi. Pada
saat suami atau keluarganya tidak mampu memberikan nafkah, dan disaat
negara tidak lagi mampu memberikan lapangan pekerjaan yang layak
kepada rakyatnya, sementara persoalan perut merupakan masalah yang tidak
dapat ditunda. Menjadi TKW merupakan solusi terbaik untuk mencukupi
kebutuhan hidup.

Pada tahun 2000 MUI mengeluarkan Fatwa Nomor: 7/Munas
Vi/Mui/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar
Negeri yang berisi:

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota

atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram,

12 Hj. Siti Muri’ah op.cit, h 193

10



keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah

tsigah).

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah, hukumnya
haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa
dipertanggungjawabkan secara syar iy, ganuniy, dan ‘adiy, serta dapat
menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau
perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW
seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya
dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan
dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/ lembaga
perlindungan hukum atau kelompok niswah tsigah di setiap negara
tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi
keamanan serta kehormatan TKW.

Dalam fatwa MUI diatas dijelaskan bahwa hukum awalnya
pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri adalah haram. Selain itu
pengiriman TKI perempuan keluar negeri sampai sekarang belum ada
jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru
mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan
bangsa Indonesia. Karena itu akan lebih banyak menyebabkan

kemadharatan. Sebagaimana kaidah figiyyah:

11
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Artinya: Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada
mendatangkan kemaslahatan.

Selain itu berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 31 yang
berbunyi:

E
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Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memeelihara kemaluannya, dan
janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan
kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau
putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai
orarllgg-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nuur :
31)

3 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.548.
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Meskipun demikian dengan alasan keadaan darurat yang benar-benar
bisa dipertanggungjawabkan secara syar iy, ganuniy, dan ‘adiy, serta dapat
menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita maka pengiriman
TKI ke luar negeri hukumnya boleh.

Dharurat disini maksudnya kebutuhan dan keperluan bekerja di luar
kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhii
kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di

Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah figiyyah:

2 2
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Artinya: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat,

dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
(diharamkan).

Dalam Fatwa MUI di atas juga mewajibkan kepada pemerintah,
lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin
dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk
kelompok/ lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsigah di
setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan
melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Untuk menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita yang
bekerja di luar negeri maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 39 Tahun
2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa dalam perekrutan calon TKI

oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI

yang telah memenuhi persyaratan:

13



a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon
TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Tidak dalam keadaan hamil;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) atau yang sederajat.**

Pada dasarnya Perekrutan yang dilakukan PT. Putra Jabung Perkasa
meskipun merekrut tenaga kerja barlatar belakang minimal SD, bertujuan
baik yaitu untuk membantu para TKI untuk bekerja, mengingat persoalan
ekonomi yang menghimpit mereka. Karena tidak ada lagi sumber
penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya, tidak dapat
mengandalkan upah suami yang hanya bekerja sebagai buruh yang
penghasilannya tidak sepadan dengan kebutuhan, orang tua tidak mampu
lagi membiayai kebutuhan anak-anaknya. Dalam surat al-Maidah ayat 2,

Allah berfirman:

g;e)‘a-’c > 877 ?woe;//g 2 S N
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.” (al-maidah: 2)*

14 pasal 35 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri No. 39 Tahun 2004.

15 Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit, h. 156.
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Menurut hemat penulis perekrutan yang dilakukan oleh PT. Putra
Jabung Perkasa cabang Ungaran diperbolehkan dengan alasan dharurot yaitu
sulitnya bagi perempuan mencari pekerjaan di daerahnya dan dikarenakan
pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perekrutan yang
dilakukan PT. Putra Jabung Perkasa untuk tenaga kerja barlatar belakang
minimal SD, bertujuan baik yaitu untuk membantu para TKI untuk bekerja,
mengingat persoalan ekonomi yang menghimpit mereka. Karena tidak ada
lagi sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya, tidak
dapat mengandalkan upah suami yang hanya bekerja sebagai buruh yang
penghasilannya tidak sepadan dengan kebutuhan, orang tua tidak mampu
lagi membiayai kebutuhan anak-anaknya. Jadi dapat ditarik kesimpulan
bahwa perekrutan yang dilakukan oleh PT. Putra Jabung Perkasa cabang

Ungaran diperbolehkan.
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A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan praktek perekrutan calon TKI yang dilakukan PT,

Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran merekrut tenaga kerja wanita

dengan syarat:

a. Usia minimal 21 tahun

b. Sehat jasmani dan rohani

c. Tidak dalam keadaan hamil

d. Pendidikan minimal tamat SD.

. Praktek Perekrutan di PT. Putra Jabung Perkasa cabang menurut hukum

Islam tidak diperbolehkan karena mereka yang lulusan SLTP,SLTA
bahkan sarjanapun mereka banyak yang mendapatkan perlakuan yang
tidak manusiwi, apalagi yang lulusan SD yang dari segi pengetahuan
masih rendah, pengalaman juga rendah, kemampuan juga rendah akan
semakin mudah dia mendapatkan perlakuan yang tidak wajar oleh
majikan. Pengiriman TKW diduga keras mengandung
mafsadah(kerusakan), sehingga ketika terjadi kasus seperti mendapatkan
perlakuan yang tidak wajar oleh majikan, berlakulah ketentuan sadd al-
dzari’ah. Yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung

suatu kemaslahatan untuk menuju ke suatu kemasadatan.



B. Saran
1. Kepada para PJTKI di seluruh Indonesia sebaiknya dalam merekrut para
calon TKI yang akan di kirim keluar negeri haruslah mematuhi peraturan
yang berlaku, PJTKI juga diharapkan lebih selektif dalam mengirimkan
tenaga kerja.
2. PJTKI harus membekali calon TKW dengan keterampilan kerja dan

pemahaman komunikasi(bahasa) Negara tujuan.
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PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
KE LUAR NEGERI

A

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA
NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR
NEGERI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang
berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000
M. dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke
Luar Negeri, setelah :

Menimbang : 1. bahwa kepergian wanita meninggalkan
keluarga untuk bekerja ke luar kota atau
ke luar negeri tanpa mahram merupakan
tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran
agama Islamy;

2. bahwa pengiriman TKW ke luar negeri
sampai sekarang belum ada jaminan
perlindungan keamanan dan kehormatan
perempuan, bahkan justru mendorong
timbulnya tindakan pelecehan terhadap
martabat wanita dan bangsa Indonesia;

3. bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja
di luar kota dan luar negeri merupakan
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Memperhatikan :

Mengingat :

388
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tindakan terpaksa untuk memenuhi
kebutuhan minimal hidup dan Kkarena
keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
bahwa oleh karena itu, MUI memandang
perlumenetapkan fatwa tentang pengiriman
TKW.

Pendapat dan saran-saran peserta sidang/
Munas.

1.

Firman Allah SWT QS. an-Nur
[24]: 31 tentang perempuan harus
menjaga kehormatannya dan larangan
memperlihatkan  keindahannya kecuali
kepada mahramnya dan orang tertentu
saja;
R L T T

Saaen GBS B Il Sa Bl ST

JJSJJ» A4
U 5Ey @l Bk F ok
F adi o f o f u,,.x)._s
& Feeii i odi il oy
L0 Gl 5 5l Sf iy
FoS e Oy gt 2 @it J2p2ed
%A o & I0eE J ol g
Jlﬁf*jiwgwwﬂ-‘- . ;:m;‘—LL” =
XA LR AN A PO CA

Katakanlah kepada wanita yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandan-
gannya, dan kemaluannya, dan janganlah
mereka menampakkan perhiasannya, ke-
cuali yang (biasa) nampak dari padanya.
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah menam-
pakkan perhiasannya kecuali kepada suami
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami
mereka, atau putera-putera mereka, atau
putera-putera suami mereka, atau sauda-
ra-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau
wanita-wanita Islam, atau budak- budak
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan
laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan
janganlah mereka memukulkan kakinya
agar diketahui perhiasan yang mereka sem-
bunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian
kepada Allah hai orang-orang yang beriman
supaya kamu beruntung.
Hadis Nabi SAW :
A By e 5 Gy WA S5 05y
(s s (510 01y )) ‘r}s; R
“Seorang laki-laki tidak boleh berdua-
duaan dengan seorang perempuan kecuali
disertai mahramnya dan perempuan
tidak boleh bepergian kecuali bersama
mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim);
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“Seorang perempuanyang berimankepada
Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan
perjalanan selama tiga hari atau lebih

kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu,
atau mahramnya” (HR. Muslim);

o 5 el 5 S el dy ) Jm Y S Y
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BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri

maupun orang lain” (HR Malik, al-Hakim,
__ al-Bathagi dan Ibnu Majah)

Kaidah Fighiyah:

e o e £558 a5
“Menolak/menghin&arkan kerusakan lebih
diutamakan dari pada mendatangkan
kemaslahatan.”

4.} Kaidah Fighiyah:
o ey Gy i 0 e S
ow’)',.L' )
“Hajat (kebutuhansekunder)yang masyhur
menempati darurat, dan kondisi darurat

membolehkan hal-hal yang dilarang
(diharamkan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI
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MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA
(TKW) KE LUAR NEGERI

Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar
kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai
mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya
(niswah tsiqah).

Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah,
hukumnya haram(kecualialam keadaan darurat yang benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, ganuniy, dan
‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga
kerja wanita.

Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau
perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman
TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang
menerimanya.

Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait
lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi
keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsigah di
setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin
dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat tahuinya, ghimbau

pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)
Ketua Sekretaris

ttd ttd

Prof. Dr. Umar Shihab Dr. H. M. Dien Syamsuddin




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan
dijamin penegakannya;

. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar
negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia,
termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,
kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak
asasi manusia;

bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja
baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi,
keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan
manusia;

bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk
mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
nasional;

bahwa penenipatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu
antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam
suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar
negeri;

. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum
mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-
undang;




i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurut b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf

j. perlu membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negert;

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon
TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna pcrséorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu)
tahun;

b. sehat jasmani dan rohani;

. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau
yang sederajat.

o

Pasal 36

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar
pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

«

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan
dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses
perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.



71X PT. PUTRA JABUNG PERKASA

CABANG SEMARANG
JI. Ade Irma Suryani No. 5 Ungaran - Semarang, Telp. (024) 6923605

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Purwanti Yuli Lestari SPsi
Jabatan : Kepala Cabang PT. PUTRA JABUNG PERKASA
Alamat : JI. Sindoro I No. 11 A

Kel. Bandarjo — Kec. Ungaran Barat — Kab. Semarang

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Ismi Fatkhiyah ( 102311032 )
Fakultas : Syariah UIN Walisongo Semarang
Jurusan : Muamalah

Telah mengadakan Penelitian di Perusahaan kami terhitung dari tanggal 14 Nov 2014 s/d
14 Desember 2015.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Desember 2015

Hormat Kami,

!

SEmARA
PURWANTI YULI LESTARI
Kepala Cabang




Nama - Ismi Fatkhiyah

Instansi - Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
Informan : Bpk. Jamal MS

Instansi : PT. Putra Jabung Perkasa Ungaran

Jabatan . Staff kantor

1. Sejak kapan PT. Putra Jabung Perkasa Ungaran ini berdiri?
% Pusat pada tanggal 8 september 2000

* Cabang Ungaran pada tanggal 1 Maret 2009

2. Sudah berapa lama PT. Putra Jabung Perkasa Ungaran
didirikan ?
* Kurang lebih 5 Tahunan.

3. Dimana letak PT. Putra Jabung Perkasa cabang Ungaran?

* JI. AdeIrma Suryani No. 5 Kel. Ungaran.
4. Lokal area Negara mana saja PT. Putra Jabung Perkasa
Ungaran dalam memberangkatkan calon tenaga Kkerja

Indonesia?

£ Taiwan (masa kontrak 3 Tahun)

* Singapura (masa kontrak 2 Tahun)
* Hongkong (masa kontrak 2 Tahun)
* Malaysia (masa kontrak 2 Tahun)

5. Struktur organisasi



1) Kepala cabang
Bertanggung jawab segala keperluan perusahaan,
mengatur semua koperasional cabang.

2) Ops. Lapangan
Bertugas mengkoordinasi lapangan dan membina
sponsor.

3) Staff administrasi
Membawai semua proses pendaftaran dan syarat-syarat.

4) Staff transportasi
Untuk mengantar medical online, ID,pasporan.

6. Bagaimana syarat pendaftaran calon tenaga Kkerja

Indonesia?

* Negara Taiwan
Dengan syarat :
1) Tinggi badan minimal 150 cm
2) Usia minimal 21 tahun
3) Sehat jasmani dan rohani
4) Pendidikan minimal tamat SD
5)Bagi yang Ex. Taiwan harus membawa Paspor Lama
Kelengkapan Dokumen :
1) KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte Kelahiran (asli)
4)1zi orang tua/suami
5) ljazah /Surat nikah(asli)



6) SKCK harus dari Polda dan harus ada Rumus Sidik
Jari
7)Pas Foto: 4*6=5 lembar

* Negara Malaysia
Dengan syarat :
1) Usia antara 21 s.d 32 tahun
2) Sehat jasmani dan rohani
3) Pendidikan minimal tamat SD
4)Bisa baca tulis
5) Tinggi badan minimal 147
6) Bagi yang Ex. Malaysia harus membawa Paspor Lama
Kelengkapan Dokumen
1)KTP (asli)
2) Kartu Keluarga (asli)
3) Akte lahir (asli)
4)1zin orang tua/suami
5)Pas foto : 3*4=5 lembar

* Negara Hongkong
Dengan syarat:
1) Sehat jasmani dan rohani
2) Pendidikan minimal tamat SLTP
3) Ex. Luar negeri
4)Harus mampu berbahasa Inggris, Mandarin atau

Cantonese Ex. Singapura lebih diutamakan



5)Bagi yang Ex. Hongkong harus membawa paspor lama
dan ID Cart Hongkong (HKID)

6) Tinggi badan minimal 147

Kelengkapan dokumen :

1)KTP (asli)

2) Kartu Keluarga (asli)

3) Akte Lahir (asli)

4)1zin orang tua/suami

5) ljazah/ Surat Nikah

6) Pas foto : 4*6= 4 lembar, 2*3= 3 lembar
* Negara Singapura

Dengan syarat;

1) Usia antara 23 s.d 30 tahun

2) Sehat jasmani dan rohani

3) Pendidikan minimal tamat SLTP

4) Tinngi badan minimal 147 cm

5)Bagi yang Ex. Singapura harus membawa paspor lama

Kelengkapan Dokumen:

1)KTP (asli)

2) Kartu Keluarga (asli)

3) Akte Lahir (asli)

4)1zin orang tua/ suami

5) ljazah/ surat nikah

6) Pas foto 4*6= 10 lembar



7. Proses apa saja yang dilakukan PT. Putra Jabung Perkasa
cabang Ungaran untuk calon TKI?
1) Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan ini juga merupakan syarat utama
sebelum berangkat ke luar negeri. Medical Check UP
(MCU) dimaksudkan agar Calon TKI / TKW yang akan
bekerja di luar negeri memang benar-benar sehat. Jika
calon TKI dinyatakan sehat, maka mereka diterima di
balai latihan kerja luar negeri,
2) calon TKI dicarikan ID.
Calon TKI di bawa ke Dinas tenaga kerja kabupaten
untuk dimintakan Rekom paspor/ ID.
3) ID di Onlinekan.
Untuk mendapatkan 1D Nasional itu manajer atau direksi
PPTKIS sebelumnya disyaratkan mengikuti diskusi
mengenai penerapannya yang dilakukan secara sistem
online. Usai mengikuti diskusi masing-masing manajer
atau direksi dari PPTKIS dilakukan pengambilan data
diri, foto diri, dan sidikjari (finger print) dengan sistem
biometric, guna keamanan dan kepastian data dirinya.
Sistem online yang diciptakan dan dibangun BNP2TKI
bertujuan untuk pelayanan pendataan dan pendaftaran
pada calon TKI/TKI ini dimaksudkan dapat
mempermudah pengawasan pada TKI maupun PPTKIS.
4) Calon TKI di pasporkan



Pengurusan dokumen Pasport merupakan salah satu
persyaratan  penting dalam  mengikuti  program
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri
tentunya keberadaannya tidak dapat diabaikan.
Rekomendasi pasport yang diajukan oleh Dinas Tenaga
Kerja setempat kepada pihak Imigrasi pada dasarnya
tidak mengalami  kesulitan. Adapun syarat untuk
membuat paspor harus ada rekom paspor dari Dinas
tenaga kerja setempat atau kabupaten.

5)UJK (Uji Kompetensi) di Kanwil tenaga kerja.
Calon TKI melakukan uji kompetensi yang meliputi uji
keterampilan, bahasa, tata boga, tata graha. Uji
kompetensi ini diperuntukkan agar calon TKI dapat
dipastikan siap untuk diberangkatkan.

6) Nunggu visa turun dari kedutaan Negara tujuan.

7) Diadakan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)

8) Bebas viskal
Yaitu cara-cara mencari viskal diluar negeri.
Syarat-syarat :
1) Harus ada surat kesehatan dari klinik yang menyatakan
“sehat”
2) UJK dikatakan lulus
3) Sudah ikut PAP
4)Menunjukka kalau durasi belajar sudah habis/ layak

diberangkatkan.



5) Boking tiket.
Setelah calon TKI melakukan PAP maka PJTKI
memesankan tiket untuk keberangkatan calon TKI ke

Negara tujuan.



Nama

Negara tujuan

1.

Apa alasan anda memilih bekerja di luar negeri sebagai
TKI ?

Syarat-ayarat apa saja yang anda bawa untuk mendaftar
sebagai TKI di PT. Putra Jabung Perkasa Ungaran?

Apakah anda tau tertang syarat-syarat yang harus dipenubhi
calon tkw menurut undang-undang ?

Sebelum anda di berangkatkan ke luar negeri sebagai TKI
apakah anda diberi bekal keterampilan, bahasa Negara
tujuan terlebih dahulu ?

Sudah berapa lama anda melakukan pelatihan di BLK ?
Pembekalan keterampilan apa saja yang anda dapatkan ?
Apakah anda sudah paham dengan bahasa Negara tujuan,
tatacara melakukan pekerjaan rumah, cara merawat anak-
anak atau orang jompo ?

Apakah ada kesulitan pada waktu pelatihan ?
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KEMENTERIAN AGAMA .’(.9'
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO —t=
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN .G)‘
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

()
JI. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: Ippm.walisongo@yahoo.com @
(2

PIAGAM KA

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

{9

oo

eo(@ B e
@ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama @
.’ Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa: \’ -
'Q.\.: :.(.i)‘
:.‘.5' Nama : ISMI FATKHIYAH .6‘)‘:"
/ N
6"\ NIM 102311032 /"b
pheex sl

( 2"“\ Fakultas Syari'ah

(9' Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 Q‘.’!—

.':‘:, ] . :;:'o“
.G)‘ di Kabupaten Semarang dengan nilai : ‘\5

@ 85 40/ A @
B2 PO .akes o &8

'Q‘..,A . Semarang, 10 Juni 2014 ’.’Q
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap . Ismi Fatkhiyah
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Juni 1993

Anak ke : 3 (Tiga) dari 3 bersaudara

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Desa Sendang Kulon, Dukuh Kacangan
Lor Rt/Rw: 07/04, Kec. Kangkung Kab.
Kendal

Alamat Kost : Tanjung Sari Utara, Ngaliyan, Semarang

Barat

Agama - Islam

Pendidikan :MI nurul Huda Sendang Kulon Th. 2001

MTs Mu’allimin Weleri Th. 2007
MA Negeri Kendal Th. 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-
benarnya.

Semarang,

Penulis,

Ismi Fatkhiyah
102311032




